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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

dapat ditarik kesimpulan diantaranya: 

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Kota 

Mataram yaitu berupaya untuk mencegah terjadinya sengketa kepemilikan 

atas tanah serta batas-batas tanah dan juga untuk menjamin adanya 

kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Proses 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Mataram melandaskan pelaksanaannya berdasarkan pada 

amanat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang mana meliputi 

tahapan-tahapan: persiapan, penyuluhan, pengumpulan data yuridis, 

pengolahan data yuridis dan pembuktian hak, pemeriksaan tanah, 

pengumuman, pengesahan, penetapan surat, pembukuan hak, penerbitan 

dan penyerahan sertifikat. 

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram 

terdiri dari hambatan internal yang dialami oleh pihak Kantor Pertanahan 

Kota Mataram yaitu kurangnya ketersediaan sapras (sarana dan prasarana), 

kurangnya strategi dalam mengsukseskan PTSL, dan sertifikat yang terbit 
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sebelum pemetaan lengkap dari sistem. Sedangkan Hambatan Eksternal 

yaitu kurangnya inisiatif dari masyarakat, kurangnya kerjasama antara 

masyarakat dan petugas di lapangan, serta masyarakat yang kesulitan 

dalam menyiapkan berkas permohonan dan bukti kepemilikan (alas hak).  

B. Saran 

Berdasarkan dari penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, 

maka Adapun rekomendasi kedepannya: 

1. Diharapkan Kantor Pertanahan Kota Mataram untuk menambah petugas di 

lapangan, khususnya petugas bagian ukur yang mana dapat mengoptimalkan 

terlaksananya program PTSL serta adanya kerjasama dengan surveyor 

berlisensi dengan dilaksanakannya terus menerus. 

2. Diharapkan kepada masyarakat Kota Mataram untuk mampu bekerja sama 

dan berperan aktif dalam membantu proses pelaksanaan petugas di 

lapangan. 
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